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ABSTRACT

Betore getting the civilize problem on court, the first stcp judge should do s trving
to mediate both of contlicting sides. Divorce cases ar Jember region are high. In
order to make effective mediation, Refigious Affur Court of Jember can actually
mvolve society personage cspecially from Islamic boarding school civilization. The
role of an Islamic boarding school Kyar, 1s nor only as a teacher, but also as a plice
where the society can express their fecling when there is a conflict, and also family
problem. This rescarch 1s amed to understand the cftorr of Religious Affarr of
Jember judge in decreasing divorce number through mediation at the courr with
mvolving Islamic boarding school personage.

Kata kunci: percerafan, mediasy, Pengadifan agama, dan kiar.

PENDAHULUAN

Menurur Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 wentang Perkawinan dijelaskan
bahwa Perkawinan ralah suatu tkaran lahir
batin antara  seorang pria dan  wania
tujlan

membentuk keluarga (rumah tangga) vang

sebagar  suami  1stri dengan
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan
Yang Maha Esa.! Dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) pernikahan adalah akad vang

sangat kuat atau mutsagan ghalidha untak

mentaati perintah Allah dan
melaksanakannva  merupakan  abadah.
Adapun  perkawinan  bertujuan - unruk

mewujudkan kehidupan rumah tangga vang
sakinah, mavaddah dan rahmalr.

dennkian,
perkawiman vang telah dilaksanakan dapar

Namumn ndak  semua

'Lihat Undang-Undang  No. I Tahun
1974 Tentang Perkawian.

Abdur Rahman, ‘ompilasi Hukuny Islhn
Indonesra (Jakarra: CV. Akadenuka Pressindo,

1995, 114
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berfangsung sesuar harapan. Tidak jarang
perkawimnan-perkawiman itu berakhir

dengan  perceraran. Perceratan mestinva
hanva dilakukan  sebagal nndakan  vang
terakhir setelahy ikbuar dan segala macam
dava upava vang dilakukan guna perbatkan
kebidupan perkawinan dan ternvata tidak
ada plan Jain kecuall dengan perceraian.
adalah - purusnya  perkawinan

karena ralak atau gugatan perceraian, talak

Perceraian

tebus artau khuluk, zihar, ila’, Ii"an, dan
sebab-sebab t:iil]li}';I.R

Dalam Pasal 39 avat (1) dan (2)
Undang-Undang No.l tahun 1974 tentang
Perkavwman disebutkan bahwa. perceraian
hanva dapat dilakukan di depan sidang
pengadifan. serclab pengadilan vang
bersanckuran berusaha dan udak berhasil
mendamakan kedua belah pihak.Dalam
bahwa  unruk

avat (27 disebutkan

melakukan  perceraran harus ada cukup

“Hyamaan Nur, Figh  Munakahae

{(Semarang: Dina Utama, 1993), 133
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alasan, bahwa antara suami istri itu tidak
dapat hidup rukun scbagai suami istri.”
Penvelesaian sengketa perkawinan
sesungguhnya dapat dilakukan mclalui dua
proses, vaitu penvelesaian sengketa melalu
proscs dalam
kemudian berkembang proses penyelesaian
sengketa  melalui - kerjasama i
pengadilan.  Proscs  ligitasi  menghasilkan
kesepakatan vang bersifat adversarial vang

ligitasi b pengadilan,

luar

belum  mampu  merangkul  kepentingan
bersama, cenderung menimbulkan masalah
baru, [lambat dalam  penyelesaiannya,

membutuhkan  biava vang mahal, adak
responsit, dan menimbulkan permusuhan
diantara pihak vang bersengketa. Sebaliknya
di lwar  pengadilan
menghasilkan kesepakatan yang bersifat win

melalui  proscs
win solution. dijamin kerahasiaan sengkera
para  pihak, dibindari kelambatan vang
diakibatkan prosedural
administranf, menvelesatkan masalah secara

karena  hal dan
komprehensit dalam kebersamaan dan tetap
menjaga hubungan baik.?

harus
dalam
menvidangkan suaru perkara perdata vang

Tahap  pertama vang

dilaksanakan olch hakim
diajukan  kepadanva  adalah mengadakan
pthak-pihak
bersengketa. Peran mendamaikan  pihak-
pihak vang bersengkera itu lebih utama dari
fungsi hakim vang menjatuhkan putusan

pm’dnmni;m kepada vang,

terhadap  suara perkara vang dradilinva
Apabila perdamaian dapat - dilaksanakan.

maka hal 1w jauh o lebih batk dalam
mengakhir sttty sengketa. Ulsaha

mendamaikan pihak-pthak vang berperkara

itn merupakan prioritas urama - dan
dipandang adil dalam mengakhin suaru
sengkera, sebab mendamaikan iru dapar

berakhir dengan ndak terdapat siapa vang

Undang-Undang - No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan,

SSusanti Adi Nugroho, Mediisi Scebagii
Alecrnant” Pemvelesanan Sengkee, (Jakatas 'L
Telaga Hmu Indonesias 2009, 1.
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kalah dan siapa yang menang, tetapi
terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.®

Asas  kewajiban  mendamaikan
diatur dalam pasal 65 dan 82 UU No.50
tahun 2009 tentang  DPeradilan  Agama.
Mcnurut  ajaran Islam, apabila  ada
perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui
pendekatan  “Ishlah”,  karena i,
kewajiban  hakim untuk mendamaikan
pihak-pihak yang bersengketa, sesuai benar
dengan tuntunan ajaran akhlak Istam.”

Konflik atau sengketa yang terjadi
antara manusia cukup luas dimensi dan
lingkupnya. Konflik dan
persengketaan  dapat  saja terjadi  dalam
wilayah publik maupun wilayah privat.
Setiap konflik atau sengketa yang diajukan
ke pengadilan harus menempuh prosedur
terlebih  dahulu  scbagaimana
kerentuan  dalam  Peraturan  Mahkamah
Agung RI (PERMA) No.l tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
PERMA ini menempatkan mediasi sebagai
bagian dari proses penyelesaian  perkara
vang diajukan para pihak ke pengadilan.
Hakim tidak secara langsung menyelesaikan
perkara melalui proses peradilan (/izgasi).
Mediasi menjadi suatu kewajiban  vang
harus ditempuh hakim dalam memutuskan
perkara di Pengadilan.®

Oleh  karena itu  kehadiran
PERMA No.l Tahun 2008 dimaksudkan
unruk  memberikan  kepastian, ketertiban,
kelancaran dalam proses mendamaikan para
pihak untuk menvelesaikan suatu sengketa
perdata. Hal in1 dapat dilakukan dengan
mengintensitkan - dan - mengintegrasikan

asas

raang

mediast

"Abdul Manan, Pencrapan Hukum Acara
Perdacy dil - Jingkungan Peradilan
i Jakarra: Kencana, 2006), 151.

Sulaikin Yubis, Hukum Acara Perdara

Agama,

Peradilan Agama dr Indonesia,
tJakarta: Kencana, 2005), 63.

SS,\'Ahri;\l Abbas, Mediasi dalam Perspekrif
Huokum Svariah. Hukum Adae, dan Hukum
Nissonal (Jakara: Kencana, 2009), 301.



proses mediasi kedalam  prosedur
berperkara di pengadilan.  Mediast
mendapat  kedudukan  penting  dalam
PERMA No.l Tahun 2008, karena proses
mediast  merupakan  bagian yang tidak
terpisahkan  dari  proses  berperkara  di
pengadilan.  Hakim  wajib  mengikud
prosedur penvelesalan sengketa melalui
mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan
menerapakan  prosedur  mediasi, maka
putusan hakim tersebut batal demi hukum
(pasal 2 ayat 3). Oleh karenanya, hakim
dalam  perumbangan putusannya  wajib
menycbutkan  bahwa  perkara  yang
bersangkutan tclah diupayakan perdamaian
melalui mediasi dengan menyebutkan nama
mediator untuk perkara yang
bersangkutan.’

Menurut  data  dari  Pengadilan
Agama  Jember kasus  perceraian  di
Kabupaten  Jember semakin - meningkat.
Sebagai gambaran, pada tahun 2011 kasus
perceralan  yang masuk  di Pengadilan
Agama Jember berjumlah 4787 Perkara.
Angka 11 meningkat pada tahun 2012
menjadi 6857 Perkara. Sedang pada tahun
2013 hingga bulan Juni saja  Kkasus
perceralan vang masuk  di Pengadilan
Agama Jember berjumlah 3680 perkara.'’

Untuk mengefekafkan mediasi,
Pengadilan - Agama  Jember sebenarnya
dapar melibatkan tokoh-tokoh masyarakat
rerurama dari kalangan pesantren. Peran
scorang  Kial  pesantren, bukan hanya
sebagal pendidik pondok pesantren an sich.
Lebih dart i, Kiar menjadi tumpuan keluh
kesah masvarakat ketika terjadi pergolakan,
rermasuk  permasalahan dalam rumah
tangga.  Kiar lebth  mercka  percayai
dibanding Penaschat
Pembina Pelestarian Perkawinan (BP4)'.

dengan  Badan
&

“svahrial Abbas, Mediasr, 310-311,

“hiep://pajembernet. Diakses tanggal 31
Jun 201 3.

"Padahal, BP4 merupakan  salah saru

fembaga vang dipercava olehy pemerintah untuk
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Kiai Sahal Mahfud
bahwasanya scorang Kiai  merupakan
pemimpin umat dan juga menjadi sumber
rujukan umat dalam memberikan legitimasi
setiap  perbuatan  atau  tindakan  vang
dilakukan oleh masyarakat."

Atas dasar sebagaimana terscbut di
atas, maka peneliti  bermaksud untuk
menyclami lebih jauh mengenar bagaimana
upaya hakim PA Jember dalam menckan
volume  perceraian  meclalui  mediast  di
Pengadilan dengan kemungkinan
melibatkan tokoh-tokoh pesantren, dengan
rumusan  masalah  sebagaimana  berikut
ini:Bagaimana Prosedur Mecdiasi dilakukan
Pengadilan Agama Jember dalam menckan
perceralan pada tahun 20132 Bagaimana
dampak mediasi terhadap kasus perceraian
di  Pengadilan Agama Jember secrclah
dilakukan  mediasi  pada  tahun 20133
Bagaimana pandangan hakim PA Jember
terhadap peluang Tokoh Pesantren menjadi
mediator dalam Peradilan?

bcrpcnda pat

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penchtian ini
adalah freld research (penelitian lapangan),
yang mana penelittan ini . lebih menitk
beratkan kepada hasil pengumpulan data
dari informan atau responden vang telah
ditentukan." Penelitian ini dilaksanakan di
Pengadilan ~ Agama  Jember.  Adapun
informan vang dimaksud di atas adalah
ketua Pengadilan Agama Jember serta

dapat  mengatast  dan memberikan - solusi
terhadap  permasalahan  keluarga.  Stgma
masyarakat sudah terkonstruk bahwa pemikiran,
perkataan, dan nasehat Kiai bisa mchiruskan
berbagal permasalahan, tidak rerkecuali tentang
permasalaban keluarga.

“Maman  Imanulhaq, “Pesanmren dan
Budava Lokal”, dalam Jurnal Kalimaly: Jalinan
Kreanf Agama dan Budava, Edisi 1. Tabun
2008, Edisi 1. 28.

"Lexy J. Meleong, Metodologr Penclician
Kualiart (Bandung: PT Rosda Karva, 2002,
135.
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beberapa hakim yang berrugas di bawah
naungan Pengadilan Agama Jember vang
dianggap lebih memahann  permasalahan

o0
yang diangkat dalam penelitian ini.
Sedangkan  ketika  dilihat  dan
pendekatan  yang  digunakan  dalam

penelitian ini adalah pendekatan kualitant,
karena data-data yang dibutuhkan disini
berupa scbaran-sebaran informasi dari para
hakim Pecngadilan Agama  Jember vang

” “
tidak perla di kuantifikasi. Bogdan Tavlor

seperti  dikutip oleh Lexi J. Moleong
mendefinisikan  bahwa motode  kualitanf
sebagai  prosedur  peneliian  vang
menghasilkan  data  deskripoif  tersebut

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang atau subyck yang kita teliti."*

Sumber Data
Ada dua jenis sumber data vang
digunakan dalam peneclitian int vaiu:
Pertama, data primer vaiu data

yang diperoleh langsung dari  sumber
pertama.’® Data primer ini di peroleh dan
hasil wawancara peneliti  dengan  para

informan yaitu Ketua Pengadilan Agama
Jember dan beberapa hakim yang bertugas
di bawah naungan Pengadilan Agama
Jember. Pemiliban informan tersebut di atas
tidak terlepas dari kedudukan mereka vang
berada di tempat yang dijadikan obvek
studi.

Kedua, data Sekunder vairu data
vang  diperoleh  dan
Pengadilan Agama Jember, serta berbagai
reterenst, buku-buku yang bersangkuran
dengan Peradilan Agama, ekonomi syvarrah,
jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan
pokok permasalahan dalam pencligan ni.

Menurut

dokumentasi

Soerjono Sockanto
sumber data dibagi menjadi tga vairu:
sumber data primer, sumber data sekunder
dan data tersier. Sumber Dara

Tersier adalah data-data penunjang, vaki

sumber

"Lexy J. Meleong, Mctodologi, ¥

Socrjono Sockanto, Pengancar] 2.
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bahan-bahan vang membert petunjuk dan
penjelasan data
sumber data sekunder; diantaranva kamus

terhadap primer dan

dan cnsiklopedia.'

Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data

vang digunakan dalam penclitian ini adalah
scbagay berikut:
Teknik Observasi

Dalam ni,
mengadakan  kegiatan  pengamatan  secara
langsung ke lapangan vaitu di Pengadilan
Agama Jember,

pcnclitian pcnulis

Teknik Wawancara
Wawancara adalah proscs
memperoleh  kererangan untuk  tujuan

penclitian dengan cara tanyva jawab, sambil
bertatap muka antara pewawancara dengan
informan Adapun
wawancara - dalam penelitian ini - adalah

rerkair.! tekink

dengan  menggunakan nrervien guoide
(panduan  wawancara).™  Dalam  rekink

wawancara i, peneliti menggunakan jenis
wawancara  bebas terpimpin ataun bebas
terstruktur, vaitu peneliti secara langsuny
mengajukan
terkait - berdasarkan  panduan  pertanyvaan

pcrmn\'aan informan

pada

vang telah disiapkan sebelumnva, namun

selanjutnva dalam - proses  wawancara
berlangsung mengikuti STLURSL,
pewawancara dirunrur untuk bisa

mengarahkan mforman apabila 1a rernvata

menvimpang.'” Panduan wawancara
berfungsi sebagar pengendali agar proses

wawancara tidak kehilangan arah.™ Teknik

“Socrjono Sockanro, Pengancar, 12.

“Soerjono Sockanto, Pengancar, 12,

BN Nz, Merode Penclirim (Jakaria:
Ghalia Indoncesia, 20033, 193-194.

"Burhan Bungin, Merodologi Penclican
Kuanuraeit
Kualiearit” (Surabava: Airlangga Press, 2001,
25.

Sostil: Formnae-Formar dan

" Abu
Mcerode Penclician (Jakarta:
20051, 85.

Cholid Narkubo,
PT Bunu Aksara,

Achmadt  dan
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i digunakan untuk memperoleh data vang
diperlukan dari informaninforman vang

punya relevansi  dengan masalah  vang
diangkat dalam penclitian int.
Teknik Dokumentast

Tekmk dokumentasi adalah teknik
untuk mencari data mengenai hal-hal yang
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,
majalah, notulen, agenda
sebagainya.?! Teknik ini digunakan untuk

rapat, dan

memperoleh  data  vang  dianggap  bisa
membantu membcerikan keterangan

terhadap apa vang menjadi permasalahan
dalam penelitian ini.
Teknik Pengolahan Data

Dalam  rangka  mempermudah
dalam memahami data vang diperoleh dan
agar data terstrukrur secara baik, rapi dan
sistematis, maka pengolahan data dengan
beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan
signifikan. Langkah-langkah vang dilakukan
dalam pengolahan data dalam penelitian 1
sebagai bertkur:
a. Mengklasifikas1 data

b. Menvaring  data dengan  langkah-
langkah:
1. mengambit dara vang cocok dengan
tokus
2. menvaring ulang data vang kurang
cocok schingga ditemukan
kecocokannva.
Teknik Analisis Data
Setelah data vang masuk diolh
maka proses selanjutnya adalah

menganalisisnva.  Adapun  teknik analisis
data vang digunakan dalam penelitian i
adalah amalisis deskriput’ kualitanf, vairu
analisis vang menggambarkan keadaan atau
status  fenomena  dengan  kata-kara  atau
kalimar,
kategon untuk memperoleh kesimpulan.

kemudian  dipisahkan menurut

Dalam hal i, penelin berusaha
untuk menggambarkan bagaimana kesiapan
Jember dalam

s y 11 . .
Pengadilan Agama

LAV . : .
ASuharsimit Arikunto. Prosedur Penclitian.

200.
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Upaya Hakim Pengadilan Agama Jember...
menvelesaikan ckonomi
svarvah setelah diberlakukannya Undang-
Undang No. 3 Tahun 2006. Maka dart itu,
data vang diperoleh dart hasil wawancara
atau dokumentasi akan digambarkan dalam
bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam

perkara-perkara

bennuk angka-angka statistik atau
prosentase  seperti  dalam  penelinan
kuantitanf.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Deskripsi Tentang Pengadilan Agama
Jember

Jember termasuk dalam kawasan
kuda Jawa Timur, dengan letak
georafis berada pada bagian timur wilayah
Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan
Kabuparen Bondowoso, Kabupaten
Probolinggo di scbelah Utara, Kabupaten
Lumajang di sebelah  Barar, Kabupaten
dan
Selatan.

rapal

Banvuwangt  di - sebelab Timur,

Samudera  Indonesia di sebelah
Sedang, posist koordinamya adalah 7° 59°
67 sampai 8° 337 567 Lintang Selatan dan
6" 3367 sampai 7° 147 337 Bujur Timur.
Pengadilan Agama Jember berdin
sckitar Tahun 1950 berkedudukan dikota
Koordmator se-Eks Besuki
dengan kantor pertama di Masjd  Jamek
(lamay BAITUL AMIN  Jember. Sejak
tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs.

Moh. Ersvad Kantor Pengadilan Agama

Karesidenan

pimdah di - hingkungan Tegal  Boto,
Kelurahan Sumbersari, Kecamatan
Sumbcrsari Kota Jemiber, dengan

menempatt - gedung sendirt dengan luas
tanah hanva 1.175 m2 tepamva di jalan
Sumatra Nomor 122 Jember.™

Scjak berdimnyva sampar sekarang
Pengadilan Agama Jember telah mengalami
(Ketua),

pergantian beberapa pimpinan

vartu:

“hup/awww.pajember.nc/profiliprofil-

pa-jemberhrml. Dara diakses pada ranggal 15
Oktober 201 3.
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1. KH. Mursyid

. KH. Abdullah Svarkawi

. KH. Moh. Cholil

. Drs. Moh. Ersvad

Drs. H. Abd. Kadir, SH.

6. Drs. H. Salim Abdushamad, SH.

7. H. Agus Widodo, SH.

8. Drs. H.Abu Amar, SH.

9. Drs. HM. Ichsan Yusui, SH.MHum

10.1Drs. H. Sudirman, SH., MH.

11.Drs. Al Rahmat, SH

12.Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum.
Pengadilan Agama Jember masuk

dalam wilavah yuridiksi Pengadilan Tingg:

Agama Surabava, dengan jumlah perkara

vang diterima selama tahun 2009 scbanvak

6.045 kasus, nomor dua screlah pengadilan

Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus.

I8

NI

n

{ Sumber data:Laporan Tahunan Pengadilan

Tingyl

o0

Agama Surabava, 2010). Kondisi
vang sangat kontras dan ndak sebanding
jumlah
dengan fasilitas gedung dan sarana yvang

dengan perkara vang  diterima
ada.

Scekalipun sarana
mimm pimpinan Pengadilan Agama Jember
bertekad  untuk melakukan pembaharuan

dan peningkatan citra Pengadilan Agama

dengan vang

Jember  dengan cara meningkatkan
transparanst peradifan sebagaimana diatur
dalam Surat Keputusan Kerua Mahkamah
agung Nomor 144 “Tahun 2007 tentang
Keterbukaan  Informast  di - Pengadilan
sebagan tindak Tanjut atas rerbitmya Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Informast  Publik.

}36]‘.1_\".1[]1\11 Pl'illl;‘l

Neterbukaan Serra

melakukan USRS
kebutuhan dan harapan masvarakat pencar
keadilan.,

Pemantaatan Sistem Adminisoras:

Peradilan Agama (STADDPA) dan
pengelolaan data kepegawaian mclalu
aplikast Sistem Intormasi Pegawai
iSIMPEG)  serta pembukaan website
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Pertode 1950- 1960
Periode 1966-1970
I'eriode 1971-1973
Periode 1974-1982
Periode 1982-1992
Periode 1992-1995
Perinde 1995-2001
Periode 2001-2004
Periode 2004-2006
Periode 2006-2008
Periode 2008-2010

Scjak September 2010

Pengadilan agama Jember adalah upaya
agar segera tercapainya  visi dan  misi
Pengadilan Agama Jember.”
Wilavah ~ Hukum  Pengadilan
Agama Jember meliputi scluruh wilayah
Kabupaten Jember dengan memiliki luas
3.293,34 km?2. Secara
admimstranif, wilayah Kabupaten Jember
terdirt atas 31 Kecamatan, yaitu:
17.
KecamaranSukorambi

wilavah

. Kecamatan Kaliwates

2. Kecamatan Sumbersari 18, Kecamatan Ajung

19. Kecamatan
Jenggawah

G

. ‘Kecamaran Patrang

. . 20. Kecamaran

4. Kecamatan Arjasa T |
anggu

21. Kecamatan

5. KecamatanJelbuk N
Semboro

22. Kecamaran

6. Kecamatan Pakusari .
Sumberbaru

. . 23. Kecamatan
NecamatanSukowono :
Bangsalsari
. . 24, Kecamatan
8 Kevamaran Kalisat .,
Kencong

. 25, Kecamaran
9 Kecamatan Ledokombo
Jombang

26. Kecamaran
Umbulsan

10, Kecamatan
Sumberjambe
27. Kecamatan

P Kecamaran Mavang .
: Gumukmas

“hio:www. pajember.net/profil/profil-

pa-jember.homf. Dara diakses pada ranggal 15
Oktober 2013,
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12. Kecamatan Silo 28. Kecamatan Puger

13. Kecamatan Mumbulsari 29, Kecamatan Balung

30. Kecamatan
Wiuluhan

31. Kecamatan
Ambuju®*

14. Kecamatan Tempurejo

15. Kecamatan Rambipuji

16. Kecamatan Panti

Prosedur Mediasi
Jember

Pengadilan Agama

Pengintegrasian mediasi ke dalam
proses beracara di Pengadilan diharapkan
dapat  memperkuat  dan  memaksimalkan
fungsi  lembaga  pengadilan  dalam
menyelesaikan sengketa sesuai dengan rugas
pokok pengadilan yang bersifat memutus
{adjudikacif). Mcdiasi yang berada di dalam
pengadilan  diatur  oleh  Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun
2008 vang mewajibkan ditempuhnya proses
mediasi  scbclum  pemeriksaan  pokok
perkara perdata dengan mediator terdiri
Pengadilan  Agama
tersebur vang tidak menangani perkaranva.
Mediator  hakim  dan  penyelenggeraan
mediasi  di Pengadilan  Agama  Jember
dilaksanakan di ruangan khusus mediasi.
Pada proses mediasi ini sebisa mungkin
para pihak sendiri hadir mengikuti proses
mediasi, karena hal ini lebih memotivas
para pihak untuk mencapai kesepakatan
berdamar dart pada para pihak diwakilkan
olch advokat/ kuasa hukumnya.
pedoman tekhnis
administrasi dan tekhnis peradilan agama
dijelaskan bahwa pelaksanaan persidangan
diatur ketentuan  umum
persidangan sebagaimana berikut:*

dari  hakim-hakim

Mecenurut

sebagaimana

“hep: A www . pajember.net/profil/profil-

pa-jember.hrml. Dara diakses pada tanggal 15
Okrober 2013,
Tim

Penulis, Pedoman Tekms

Administrasi dan Tekms Peradifan Agama,
Buku I edisi 2009

(Jakarta: Mahkamah Agung R1, 2009), 39-
41
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Upaya Hakim Pengadilan Agama Jember ...

a.  Perkara harus diperiksa dan dipurus
sclambat-lambatnya  dalam  wakmu 6
(enam) bulan sejak perkara didafrarkan.
Jika dalam waktu tersebut belum
diputus maka Kerua Majelis  harus

melaporkan  keterlambatan  tersebut
kepada kerua  Mahkamah  Agung
melalui  ketua  pengadilan  agama

dengan menyebutkan alasannya.

b. Sidang pengadilan Agama dimulu
pada pukul 09.00 waktu sctempat,
kecuali dalam hal-hal tertentu.

¢. Sidang pengadilan harus dilaksanakan
di ruang sidang. Dalam hal dilakukan
pemeriksaan di tempat, sidang sedapat-
dapatnya dibuka dan ditutup di kantor
kelurahan / kepala desa atau di tempart
lain yang memungkinkan.

d. Ketua Majelis hakim
bertanggungjawab  atas  jalannva
persidangan. Agar pemeriksaan perkara

tertib  dan
Sebelum pemeriksaan  dimulai  harus
disiapkan pertanyaan-pertanyaan vang
akan diajukan.

e.  Majelis hakim vang memeriksa perkara
terlebih dahulu harus mengupavakan
perdamaian/ mediasi (pasal. 130 HIR/
154 RBg jo pasal 82 UU No 7 Tahun
1089 jo UU. No. 3 Tahun 2006 jo
Perma No. 1 Tahun 2008.

f.  Apabila tercapai perdamaian
perdamaian dibidang harta kekayaan
dituangkan dalam putusan perdamatan.
Sedangkan perdamaian dalam perkara
perceraian  tidak  dibuatkan  putusan
perdamaian, tetapi perkara dicabur olch
pihak dan dituangkan dalam penerapan

berjalan teratur, lancar.

maka

pencabutan.

g. Apabila  mecdiasi ndak  berhasil
mendamaikan para pihak, maka mejelis
hakim  tetap  berkewajiabn  untuk

mendamaikan para pihak (pasal 130
HIR /154 RBg).

h.  Dengan adanya upaya perdamaian
scbagaimana  vang  diatur  dalam

PERMA No. 1 Tahun 2008, Mcjclis
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Hakim agar memperhatikan  dan
menyesuatkan tenggang wakru

perdamatan dengan hari persidangan.
1. Sidang pemecriksaan perkara cerai talak

dan cerai gugat dilakukan sccara
tertutup, namun  putusan  harus

diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum.

Secara garis besar prosedur mediasi

di Pengadilan Agama Jember mengikuti
aturan-aturan dalam PERMA No. 1 tahun
2008, yaitu:

a. Tahap Pra Mediasi

1)

2)

3)

4)

5)

Pada Hari Sidang Pertama yang
dihadiri kedua belah pihak Hakim

mewajibkan  para  pihak  untuk
menempuh mediasi.

Hakim menunda proscs
persidangan perkara untuk
memberikan  kesempatan  proscs

mediasi paling lama 40 hari kerja.
Hakim  menjelaskan
mediasi kepada para pihak vang
bersengketa.

Para pihak memilih mediator dari
daftar nama yang telah tersedia,
pada hari Sidang Pertama atau
paling lama 2 hari kerja berikutnva.
Apabila jangka
tersebut dalam poin 4 para pihak
tidak dapat bersepakat memilih
Mediator yang dikehendaki. Ketua
majelis  hakim  segera  menunjuk
hakim bukan pemeriksa  pokok
perkara untuk menjalankan fungsi
mediator.

prosedur

dalam waktu

b. Tahap Proses Mediasi

I

Dalam wakeu pahng lama 5 bhan
kerja sctelah para pihak menunjuk
mediator  yang
sctelah ditunjuk oleh Ketua Majelis
Hakim, masing-masing pihak dapat

disepakari  atau

menyerahkan  resume  perkara
kepada  Hakim  Mediator  vang
ditanjuk.

Proses mediasi berlangsung paling
lama 40 han kerja sejak mediator

3)

dipilih - olch pihak atau
ditunjuk oleh Majelis Hakim.
Medntor  wajib - mempersiapkan

jadwal pertemuan mediast kepada

para

para pthak untuk disepakati.

Apabila dianggap perlu mediator
dapat melakukan “Kaukus™.

Mediator berkewajiban menyvatakan
mediast telah gagal pka salah satu
pthak atau para pihak atau kuasa
hukumnva telah 2 kali berrurut -
turut tidak menghadin pertemuan
mediast sesual jadwal vang telah
disepakati  tanpa
dipanggil secara patut.

alasan  sctelah

¢.  Mediasi Mencapai Kesepakatan.

D

)

n

Jika mcdiasi menghasilkan
kesepakaran maka
wapth  dirumuskan  sccara  rerrulis
dan ditandatangani olch para pihak
dan mediator.

perdanmalan

Jika mediast diwakili oleh Kuasa
Hukum maka para pibak wajb
menvatakan secara tertulis
persetujuan atau kesepakatan vang
dicapan.
Para  pihak
kembali kepada hakim pada han

sidang vang telah ditentukan untuk

wajib - menghadap

membenitahu kesepakatan
perdamaian tersebur.

Para  pthak  dapat  mengajukan
kesepakatan  perdamalan kepada
hakim  unwk  dikuatkan  dalam
bentuk “Akra Perdamaran™.

Apabila para pihak udak
menghendaks kesepakartan
perdamaian dikuarkan dalam
bentuk akta perdamanan maka

harus memuat klausula pencabutan

gugatan  dan aran clwsul vang

menvatakan perkara telah selesar.

d. Mediast Tidak Mencapar Kesepakaran

1)
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hika Mediast ndak menghasilkan

kesepakaran, Mediator wajib

memvatakan secara rertulis bahwa

proses  mediast telah gagal  dan




memberitahukan
terscbut kepada Hakim.
2) Pada nap tahapan

kegagalan

pemeriksaan
perkara Hakim pemeriksa perkara
berwenang
mengusahakan perdamatan hingga
sebelum pengucapan Purusan.

Jika mediasi gagal, pernvataan dan
pengakuan para pihak dalam proscs

tetap untuk

9

mediasi  nidak  dapar  digunakan
scbagar alat buku dalam proses
persidangan.
¢.  Tempat Pelaksanaan Mediasi
1) Mediator Hakim ridak  bolch

menyelenggarakan Mcdiasi di luar
Pengadilan.

2) Penvelenggaraan mediasi di salah
satu ruang Pengadilan Agama tidak
dikenakan biaya.

Dampak  Mediasi  Terhadap  Kasus
Perceraian Di  Pengadilan Agama Jember
Tahun 2013
Pengadilan
merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan

Agama Jember

Kehakiman vang bertugas
menvelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila, dengan tigas pokok
menerima, memeriksa dan memutus serta
menvelesatkan setiap perkara vang diajukan

kepadanva  antara  orang-orang  vang
beragama  Islam dan tugas lain  vang
diberikan berdasarkan peraruran

perundang-undangan.

Setelah berlakunva Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tenrang Peradilan Agama dan
Undang-Undang nomor 50 tahun 2009

tenrang Peradilan Agann sebagal
penvempurnaan kedua  dann Undang-

Undane Nomor 7 tahun 1989, maka scjak
o

it tueas dan wewenang, Peradilan Agama
-~ -~ +

bertambaly vaitu memertksa, memurus. dan

menvelesatkan perkara-perkara di nngkar

PCrtama antara orang-orang vang beragama

FENOMENA, Vo 15 Noot Aprl 2014

Upaya Hakim Pengadilan Agama Jember...

Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat,
hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagah dan

ckonomm syari’;‘.h. Dengan adanva
perubahan tersebur  tentut membawa
konsckwensi  vang  luar  biasa terhadap

bengembangan dan pengelolaan Peradilan
“ - l

Agama ke depan baik iu dan scgi
ketenagaan  (Sumber  Daya  Manusia),

administrasi, financial maupun sarana dan
prasarana.

Ferkait  dengan  perceraian  vang
terjadt di Jember, angka
perceraian di Kabupaten Jember tergolong
tinggi dan sctap tahunnya mengalami
peningkaran. Sehingga tidak mengherankan

Knbupaten

jika  tingginva  angka  perceraian i
Kabupaten  Jember menempati  urutan

ketiga sccara nasional setelah  Indramayu
dan Banvuwangi.”™

gambaran, pada
2011 di Kabupaten Jember jumlah perkara

Scebaga tahun
perceraian vang masuk ke PA Jember
adalah sebanvak 4787 perkara, dan jumlah
ini meningkat pada rahun 2012 menjadi
6857 perkara, dan hingga bulan Jum 2013
perkara perceraian vang masuk ke PA
Jember telah mencapai angka 3680 perkara.
Hal 1cu dikuatkan Hadwllah, S.H
selaku Panitera Muda Gugatan PA Jember:
“Angka perkara perceratan vang masuk
ke PA Jember memang tergolong tinggl.
Pada tahun 2012 saja ada 6645 perkara
gugatan, dan 432 perkara permohonan.
Jadi total ada 6857 perkara. Sedang pada
rahun i, sampai bulain i saja (Juni)

oleh

perkara vang masuk sudah menembus

2"

hampir empat ribu perkara”™

Sungguhpun secara vundis medias
dikchendaki memiliki posist dan peran vang

“Lihat dalam “Dibalik Tingginva Angka
Perceraan di IPA Jember™ Jdi
hip:‘bonsart.blogspor.com. Piakses Tangal 26
Oktober 2013,

~ Hadivatullah.
Sclasa4fun 2013,

SH, Wawancara,
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mampu menekan tinggmva angka perkara,
khususnya perkara perceraian di Pengadilan
Agama  Jember, dan  dalam  proscs
persidangan  pelaksanaan mediasi bersitat
imperatif jika tidak
dilaksanakan  bisa  menvebabkan  putusan
vang dihasilkan batal demm hukum, dan
hakim wajib berupava mendamaikan para
pthak dalam scuap kali persidangan sampai
scbelum putusan dibacakan Kerua Mejehs
Hakim. Namun pelaksanaan mednsi di
Pengadilan Agama Jember nidaklah cteknf.
Hal i dapat dilihat dar1 data tahun 2012,
di Agama Jember
mediasi berjumlah 847 perkara dengan 5

perkara mediast berhasil dan sisanva, vakni

vang mediasi

Peneadilan perkara
~7

842 perkara mediasi  berakhir - dengan
kegagalan:
“itu baru pada tahun 2012, sedang pada
tahun i (2013) darm 411 perkara

mediasic vang berhasil hanva 3 perkara,

. NI
seletnhnva gagal’ 28

Hal senada juga disampatkan oleh

H. selaku Kena

Agama Jember bahwa mediasi ndak cukup

Sumasno Pengadiian
cfekut’ unruk menckan angka  perceraian
vang terjadr di Kabupaten Jember:
“Tingginva angka perkara perceratan di
kabupaten  Jember udak bisa ditckan
melalur - Mediasi Peradilan. Karena
keberhasilan mediast mehbatkan banvak
pthak. terutama dart kesadaran para
pihak vang berperkara. Para hakim PA
Jember vakin bahwa settap pihak vang
ke

mendattarkan perkaranva

Kepaniteraan: PA Jember  merupakan
usaha rerakhir vang sebelumnyva telah
dilakukan upava-upava perdamaian i
rmekatan kelvarga melalus orang toa
masmg-masing - para pihak.  tokoh
masvarakar, modin dan Jamnva. Oleh
karena 1ru, kertka mercka mendafrarkan

perkaranya ke PA - Jember, maka upava

:\]—I;uli_\'nmllah, SH, Wawaneara,

Selasadjum 2013,
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terakhir
untuk

mi adalah yang bisa
ditempuh mengakhir
persengketaan mereka. Oleh karena 1tu,
dalam posist ini, PA Jember ibarar
menerima sesuatu yang sangat parah dan
obatnya

upava

jarang  sckali  menemukan
kecuali dengan purusan cerai. Sementara
itu, dalam  prakecknya  pelaksanaan
Mediasi di Peradilan memiliki waktu
vang singkat. Idealnya dalam Perma No.
I Tahun 2008 tenggang waktu Mediasi
adalah 14 Hari. Akan tetapi, dalam
praktcknya dalam sckali Mediasi para
pihak sudah enggan untuk dilakukan
mediasi vang kedua kalinya. Bahkan,
mercka meminta agar perkaranya scgera
bisa diputus dan cerai. Oleh karena 1,
menckan angka  perceraian
Mecdiasi  Peradilan merupakan  upaya
vang tidak cfekeif.™”

melalut

Ketidaketektfan  mediasi  guna
menekan angka perceraian di Kabupaten
diperburuk  dengan  banyaknva
kenidakhadiran pihak prnsipal (penggugat
dan tergugat ash harus datang dan udak
dapat diwakilkan) dan kedua-duanya harus
hadir saat pelaksanaan Mediasi. Sehingga
dengan tidak hadirnva pihak prinsipal maka
mediast tidak dapat dilakukan, sebagaimana
disampaikan oleh Drs. Khamimudin, MH,
Hakim Pengadilan Agama Jember:

“perlu dipahami bersama  bahwa

meskipun  sccara tegas Perma No. 1

Tahun 2008 telah menyatakan bahwa

semua perkara vang masuk ke Peradilan

Jember

Agama harus ditempuh melalui upava
Mediasi. Pada prakeeknva, hal in1 ndak

berlaku rerhadap  semua  perkara,
khususnyva  perceraian.  Mediasi  baru
efeknf  dilakukan  terhadap  perkara-

perkara  conreneius (perkara gugatran)
karena ada snaru sengketa di antara para
prhak dan undak cfekat terhadap perkara

“H. Sumasno, Wawancara, Kamis, 13Juni

201a.
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voluntaire {permohonan). Irupun, tdak
semua perkara conrentius bisa dilakukan
Mcdiasi karena salah satu syarat Mediasi
adalah  kehadiran  pihak  prinsipal
(penggugat  dan  tergugat ashi  harus
datang dan ndak dapat diwakilkan) dan
kedua-duanya harus hadir  saat
pelaksanaan  Mediasi.  Seperti Perkara
perceraian di PA - Jember  memang
termasuk tinggi, akan tetapi banyak dari
perkara tersebut adalah berupa gugatan
ghorb atau  keudakhadiran salah  satu
pihak saat mediasi dilaksanakan. Dalam
hal ini, maka mediast tdak dapat
dilaksanakan™"

Tidak  efektfnya mediasi  juga
discbabkan banyaknya para pihak yang
enggan untuk melaksanakan mediasi karena
para pthak menganggap perceraian adalah
langkah terbaik buat rumah tangga mercka
sechingga sungguhpun mediasi dilakukan
namun tidak akan efektif karena sejak awal
mereka relah pesimis dengan perkawinan
mercka. Hal i1 diakui oleh salah seorang
hakim mediator Pengadilan Agama Jember,
Yavan Sopvan M.H:

“sesungguhnva  fungsi  kedua hakim
adalah sebagai penegak nilai. Artinya,
hakim  juga mempunyai tugas untuk
menegakkan nilai-nilai dalam masyarakat
vang sifatnya sangat abstrak, tidak bisa
diindera melainkan dengan kemampuan
perasaan dan han nurani. Di sinilah
halkim  sering merasa  kesulitan untuk
bernndang sebagai penegak nilai. Hakim
schagai penegak nilai ini terjadi ketika
sorang  hakim  menjadi Mediator  di
peradilan,  khususnva  pada Mediasi
mengenai perkara perceraian. Sulitnva
keberhasitlan Mediasi dalam perkara
perceralan disebabkan karena perceratan
menvangkut - PERASAAN - sescorang.
Sedangkan  perasaan kebanvakan  tidak

PKhamimudin, MH, Wawancara, Senin
3
10 Junmi 2013.

Upaya Hakim Pengadilan Agama Jember...

M

mengindahkan  kaidah-kaidah  logis.
Akhirnya, acuan vang diapakai oleh
mercka yang berperkara adalah fike and
disltke suka-tidak suka, benct dan suka
berdasarkan persaan/ego masing-masing
pihak. D1 sinilah hakim sebagai pencgak
nilai  (Mediator) menemukan  tnk
kesulitannva sehingga mediasi  ndak
berhasil. Para pibak yvang mengajukan
gugatan atau permohonan perceratannva
ke pengadilan  sejak  awal memang
menganggap bahwa perceraian
merupakan jalan/upaya rtcrakhir vang
ditempuh. Ketika para pihak sudah
mendaftarkan perkaranva kepada
Pengadifan Agama, hal it dilakukan
sebagai  obat terakhir yang mempu
mengakhiri perkara mercka. Berdasarkan
pengalaman saya dalam proscs Mediasi
maupun saat berusaha  mendamaikan
para pihak dalam persidangan mereka
menjawab: “sudah pak hakim, ndak ada
jalan lain bagi rumah tangga sava sclain
cera”. Imi merupakan jawaban smgkat

31

tetapl memiliki maksud vang dalam’

Bahkan lebih lanjur Yavan Sopvan

.H menjelaskan:

“Jujur saja, upaya hakim PA Jember
dalam menckan angka perceraian melaln
Mediasi adalah usaha yang udak dapat
memberikan  dampak  vang  posisuf.
Maksudnya, menekan angka perceraian
melalui Mediasi adalah usaha yang tidak
etcktif. Sementara itu, vang saat i
dilakukan oleh Hakim PA Jember adalah
melaksanakan proses Mediass
sebagaimana diamanahkan Perma No. 1
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.
Hakim adak  mampu  berbuar Jebih
banvak karena hakim adalah pelaksana
peraturan  perundang-undangan.  Jadi
hakim tnggal melaksanakan apa vang
diamanahkan olch peraturan perundang-

*Wavan Sopvan, S.H, Wawancara. Sclasa,

18Jum 2013.
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berbuat
ketentuan

undangan. Hakim  dilarang
sesuatt - yang  melanggar

perundang-undangan ndak
berbuat  yang  melebihinva.  Problem
Mecdiasi sampai saat ini belum  bisa
terpecahkan  bukan hanva di lingkup
Kabupaten Jember, atau Propinst Jawa

juga sah

Timur tetapi merupakan  problem
nasional bahkan Mahkamah Agung
sendiri.  tidak  berkomentar  banyak
mengenai  bagaimana  implementas
Perma No. 1 Tahun 2008 tersebut,
terutama  ketika  diterapkan  dalam
perkara perceraian.  Padahal, lahirnya
Perma No. 1 Tahun 2008 tersebut

merupakan produk penvempurnaan dari
2 peraturan tentang  Mediasi
diberlakukan sebelamnya, vairu SEMA
No. 1 Tahun 2002 dan PERMA No. 2
Tahun 2003.7*

vang

Sikap pesimis para pihak terhadap
perkawinan  mereka salah  satu
penvebab gagalnya mediasi juga diakui oleh
hakim lanya dalam lingkungan Pengadilan
Agama Jember. Wakil Ketua Pengadilan

sebagal

Agama  Jember, Waluvo S.H, juga
berpandangan senada:
“Usaba hakim PA Jember dalam
menckan  angka  perceralan melalu
Mediasi  peradilan sebenarnya  sudah

dilakukan dengan semaksimal mungkin.
Selain  melaksanakan
sebagaimana ketentuan Perma No. ]
Tahun 2008, majelis hakim juga wajib
mendamaikan para pithak dalam setiap
kali  persidangan. Bahkan  sebelum
putusan dibacakan oleh majelis hakim,
jikalau para pihak ternvara sepakar untuk
berdamai, maka
dianggap telah tidak ada. Akan tetap,
keberhasilan - mediasi di
sangatlah sulit, 1 dan 1000 perkara

upava  Mediasi

scluruh - persidangan

peradilan

Wawancara,

“Yavan  Sopyan, S.H,
Wawancara, Selasa, 18Jum 201 3.

dengan  mediasi.  Perbandingan  nu
merupakan sesuarn vang  menunjukkan
betapa mediast sulit untuk berhasil. Para
pihak  vang mengajukan perkaranva ke
Pengadilan merupakan  bentuk  upaya
terakhir vang ditempuh. Perkara vang
dihadapinya benar-benar final dan udak
bisa dibendung lagl, sepertt sescorang
vang scdang menderita penvakit vang
ridak ada obatmya selain  diampurasi,
vaitu schingga, rano  decendr
(dasar  periimbangan  hakim)  dalam
menctapkan atau memuruskan perkara
adalah keutuhan  rumah

Meskipun = salah satu pihak,
misalnva  ngoror tidak ingin - bereeral,
sedangkan isteri menghendakinya maka

ceral.

rangdga.

suami

cukup  menjadi  dasar  hakim  untuk
memurtuskan perceraian mereka. Dalam
mediasi terkadang satu pihak

menghendaki damai,
lain tidak maka vang demikian udak

sedangkan  pihak
berhasil.™

Pandangan Hakim Pengadilan Agama
Jember Terhadap Peluang Tokoh Pesantren
Menjadi Mediator Dalam Peradilan

Dalamy  mediasi,  peran  scorang,

mediator ndak dapatr drabaikan begitu saja.
Scorang  mediator

mcmcgang PL‘ ranan

penting dajam proses penvelesaian sengketa

diantara kedua  belah pthak.  Scorang
mediator haruslah netral dan juga ndak

boleh skut campur untuk memuruskan dan
menetapkan  suatu hasil substanrit. para
pthak sendin vang akan memuruskan dan
mencetapkan apakah mercka akan scoupu
atan tdak  rerhadap st kepurusan dan
medias.
Mediaror berfungs untuk
membantu dan menemukan solust rerhadap
para  pihak  vang  bersengkera  rersebut
Pengalaman,  kemampuan  dan itegritas

dart pihak mediator tersebur diharapkan

SWaluvo, SCHO Wawancara, Kanus. 6 Juni
2013.
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dapat mengefekutkan  proses mediasi di
antara para pihak yang bersengketa. Akan
tetapl di samping harapan  digantungkan
kepada  pengalaman, kemampuan
integritas dari pithak mediator, kedudukan
mediator scbagai pihak penengah it saja
sudah sangat membantu
sengketa terscbut.

Selama ini, peran
Pengaditan Agama Jember dilakukan olch
hakim-hakim Pengadilan Agama Jember.
Hakim vang bertindak sebagai mediaror
adalah hakim vang tdak rerlibar dengan
pemeriksaan perkara vang
dimediasikan, baik scbagai ketwa majelis
maupun sebagai anggota majelis. Hakim
vang bertindak scbagai mediator dan pihak
luar  vang memiliki - serofikat  mediator
diangkat olch kerua pengadilan  scbaga

dan

penvelesatan

mediast  di

akan

mediator.  Olch  karenanya,  sctiap
pengadilan memiliki daftar mediator beserta
riwavat  hidup dan  pengalaman  kerpa

mediator dan mengevaluast dafrar tersebur
setiap tahun. Jika dalam wilavah pengadilan
vang bersangkutan tidak ada mediator vang
bersertifikat, semua hakim pada pengadilan

vang bersangkutan  dapar  ditempatkan
dalam daftar mediaror.
Pentingnva peran mediator,

khususnva dalam menckan tngginva angka
perceraian i Kabupaten Jember, maka
muncul 1de tentang perlunva melibatkan
tokoh-tokoh  masvarakat, terlebih  tokoh
yang mempunval pengaruh besar terhadap
masvarakat seperti tokoh pesantren (kvai).
Secara formal, pehiang tokoh pesantren
untuk  menjadi mediator  dalam perkara
perceralan di pengadilan agama selalu ada,
karena tidak ada kerentuan khusus dalam
PERMA No. 1 2008
medias1 babwa vang menjadi medior
adalah
Pengaditan Agama. Meskipun berdasarkan
pengalaman, di Pengadilan Agama Jember,
belum ada mediator dan kalangan tokoh
Hal i
menjadi mediator, sescorang harus menulhiks

Tabhun rentang,

sara hakim di linekunean
« Ry

pesantren. dikarenakan  untuk

FENOMENA, Vol 1 9. No. ~\.ﬂ11 200
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serafikat mediator vang dikeluarkan oleh

lembaga vang diakui  oleh  Mahkamah

Agung. Hal u sebagaimana diungkapkan
oleh ketua Pengadilan Agama Jember:
“ “

“Mengenar  mediator dann Juar
Pengadilan  vang  mclibatkan  tokoh
pesantren  adalah boleh-boleh  saja
dengan  svarat  telah lulus - sertifikasi
mediator  yvang  dikcluarkan  oleh
Mahkamah Agung. Akan tetapi, jika
melibatkan mediator dari luar

pengadilan biasanva ada asas berbiava.
Scdangkan  ketika  memakai - mediator
dari sckali  tidak
dipungut biava. Tentunva, hal i juga
parut dipertimbangkan karcna bagi para
pihak  jangankan  membayar  unruk
mediator,  membavar pokok
perkara saja kebanvakan dart mercka
mengeluh dan menawar  agar  sebisa
mungkin mendapatkan keringanan dan
kalaw bisa prodeo. Oleh karena 1tu,

Pengadilan  sama

biava

keterlibatan mediator - dan luar
pengadilan,  salah satunva tokoh

pesantren akan menambah beban brava
perkara para pihak dan tentanya hal i
akan memberatkan mercka.”™™

mediator
oleh

Keharusan
memibikn  sertfikat
Mahkamah Agung merupakan rantangan
sckaligus kendala terhadap peluang tokoh
pesaniren menjadlt mediator di Peradilan

scorang

vang  diakut

Agama.  Disampmg  persoalan biava
peradifan vang juga menjads kendala vang
ndak Sebagaimana
disampaikan oleh Drs. Khamimudin, MH,
Hakim Pengadilan Agama Jember:

“Jika pertimbangannva bahwa  rokoh

kalah  pentingnva.

pesantren karena lebih dipercava oleh

masvarakat - memang mungkin - sapa

mengantarkan mediast berhasil schingga
menckan  angka

nmmpu PCI’CCI‘;‘Ii;U].

Akan rerapi, scuap langkah vang akan

HMHL Sumasno, Wawancara, Kamis, 13Juni
200 3.
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diambil  ddak  rterlepas  dari - sisi-sisi
kelemahan dan kelebihan, Peran serta
tokoh pesantren menjadi mediator dalam
proses persidangan  perkara perceraian
dapat  dikatakan suatu  langkah  baru
dalam  rangka memaksimalkan  peran
mediasi  di peradilan.  Akan  tetapy,
keterlibatan  tokoh  pesantren  menjads
Mecdiator di Peradilan Agama memiliki
ketentuan vang sama terhadap cksistenst
Mcdiator di luar Pengadilan.
Sebagaimana dalam perma No. 1 Tahun
2008 bahwa mediator vang dipilih para
pihak  dart Juar  pengadilan harus
mennliki | Mediator  vang
dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung.
Nah di sinilah barangkali vang menjadi
tantangan  sekaligus  kendala  terhadap
peluang  tokoh menjadi
mediator  di Agama.
Tantangan dan kendala vang dimaksud
di o antaranva mengena

scrtifikat

pesantren
Peradilan

mekanisme
pelaksanaannya. Meskipun mengenai hal
i telah diatur sedenykian rupa dalam
Peyma No. 1 Tahun 2008, akan tetapi
dengan mediator  dart Juar peradilan

itokoh pesantren) tenrunva Jbanvak hal .

vang harus diatar agar pelaksanaannva
justeru tidak  terkesan memperlambat
dan mempersulit - para pihak  vang
berperkara. Kemudian  mengenat
bravanva, mengingat  mediator  dari
pengadilan - Agama vang selama 1
dilakukan oleh para hakim vang ada
sama - sekali  ddak  berbiava  (grans).
Flakim-hakim pengadifan Agama vang
menjadi mednator  ndak mendapatkan
brava vang diambilkan dan anggarapan
DIPA maupun dan Mahkamah Agung
atau dart para pihak. Hal mi rentunva
menjadi pertimbangan serus ketika pada
pesantren

nanonva  tokoh menjadi

33

Medartor.™

FRhamimudin, MII, Wawancara, Senin.

Hal vang sama juga diperkuat oleh

hakim Pengadilan Jember lainnva:
o e

“*Kalau mediator dari luar, termasuk
tokoh pesantren adalah  sah-sah  saja
dengan  syarat  bahwa untuk  mejadi
Mediator, sescorang harus  memiliki
sertikat Mediator  dari Mahkamah
Agung. Selama ini mediasi  dengan
memilih - mediator  dari  pengadilan
Agama tidak dipungut biaya karena yang
menjadi mediator adalah  hakim-hakim
pengadilan it sendiri. Pengalaman saya
ketika beberapa kali menawarkan kepada
para pihak apakah memilih mediator
dari Pengadilan atau mendatangkan dar
luar mercka justeru berbalik tanya, jika
pengadilan  berapa
bavarnva pak dan kalau dari luar berapa
> Tentunya  persoalan  semakin
mengerucut ke dalam soal biaya yang
membebani masvarakat. Termasuk
pembahasan tokoh pesantren jika hendak
diterapkan maka pertanyaan vang harus
dijawab  adalah  bagaimana mengenat
pelaksanaan  teknisnya, baik  dari sisi
nckanisme  pembayaran  atau  sarana-
prasarana  seperti  ruangan  mediasi.
Tentunva bal ini selain memberikan
pekerjaan baru  terhadap  Mahkamah
Agung RI dan Peradilan Agama, juga
akan  menambah beban  masyarakat
terutama vang berkaitan dengan biaya.
Scbenarmya, mengenai  lembaga  yang
ctektit untuk menekan angka percaraian
adalah BP4 vang sejak lama telah berdin
nanun saat ini tidak  diketahu Jagi

mediator  dan

keberadaannva. Dulu, peran BP4 benar
maksimal dalam
l‘-L‘lT.]SC]TA[RI'I-})CHGISC]]L][;U]

memberikan

terhadap
mereka vang hendak berceral. Pasangan
swuami o isterl yang  ingin - mengajukan
perkara cerai benar-benar diperhatikan
betul oleh BP4, bahkan ada  kesan
dipersulic. Dengan sistem vang ada di
BP4  masvarakat mentlai bahwa  BP4
mempersulit
pereeraian. Schingga, hingga  saat 1

Justeru terjadinya

10 Juni 2013.
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keberadaannya tidak begitu banyak yang

mengharapkannya. Terlepas dar1
pengaruh tokoh  pesantren  vang
dianggap mampu  menckan  angka
perceraian,  hal  yang  perlu juga
dipertimbangkan  adalah  mengenai
kewangannya dan sarana-

prasaranannya.”®

KESIMPULAN

Dari hasil kajian tentang Upaya
hakim pengadilan agama jember menckan
angka pereeraian melalul mediasi  dan
keterlibatan tokoh pesantren, berdasarkan
pembahasan yang telah diuraikan pada bab-
bab scbelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur peclaksanaan mediasi yang
dilakukan oleh Pengadilan  Agama
Jember pada tahun 2013 telah sesuai
dengan  ketenman  dalam  Peraturan
Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1
tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.

2. Mediasi  sebagaimana  diamanahkan
dalam Peraturan Mahkamah Agung RI
(PERMA) No.l tahun 2008 tentang
Prosedur  Mediasi  di
dikchendaki memiliki posisi dan peran
vang mampu menekan tingginva angka
perkara, khususnya perkara perceraian
di Pengadilan Agama Jember, dan
dalam proses persidangan pelaksanaan
mediast  bersifat imperatt yang jika

tidak  dilaksanakan

menvebabkan putusan vang dihasilkan
batal demi hukum. Namun demikian,

Pengadilan

mediast bisa

pelaksanaan mediast  di Pengadilan
Agama  Jember pada wahun 2013

tidaklah efekaf. Hal im dapat dikhar
dart rendahnva ungkat  keberhasilan
vang  dilakukan  Pengadilan
dann 411
perkara mediasi (hingga Mei 2013),
vang berhasil hanya 3 perkara, dan 408

mediasi

Agama  Jember  dumana
“

“Waluvo, $.H, Wawancara, Kamis, 6 Juni
2013,
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perkara berakhir dengan kegagalan. Ini
tidak lebih baik dari tahun sebelumnva
dimana perkara mediasi berjumlah 847
perkara dengan 5 perkara mediasi
berhasil dan sisanya, yakni 842 sisanya
adalah gagal.

3. DPeluang tokoh pesantren  untuk
menjadi mediator dalam  pengadilan
Agama Jember selalu terbuka, namun
hingga penelitian sclesai ditulis, belum
ada satupun dari tokoh pesantren vang
menjadi  mediator  di lingkungan
Pengadilan Agama Jember.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrial. Mediasi dalam Perspcekeif
Hukum Syariah, Hukum Adat, dan
Hukum Nasional, Jakarta: Kencana,
2009..

Achmadi,Abu, dan Cholid Narkubo,
Metode Penelitian, Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2005

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penclitran
Suatu Pendekatan Prakrek, Jakarta:
Rineka Cipta, 2002..

Bungin, Burhan. Merodologi Penclinan
Sosial;  Format-Format  Kuanratit
dan Kualiraof, Surabaya: Airlangga
Press, 2001.

htep://bonsari.blogspot.com.

http://pajember.net.

Imanulhaq, Maman. dan
Budaya  Lokal”, Jurnal
Kalimah: Jalinan Kreanf Agama dan
Budaya, Edisi I, Tahun 2008.

Lubis, Sulaikin. Hukum
Peradifun Agama  di
Jakarta:Kencana, 2005,

Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acua
Perdata  dif lingkungan  Peradilan
Agama, Jakarta: Kencana, 2000.

Mcleong, Lexy J. Metodologi Penchian

“Pesantren
dalam

Perdata
Indoncesia,

Acara

Kualitauf, Bandung: PT  Rosda
Karya, 2002.
Nazir, M. Mcrode Penchivan, Jakarwa:
Ghala Indonesia, 2003.
119



Muhammad Faisol

Nugroho, Susanti Adi. Medrasr Schagar
Alrernaf” Penyelesaran Sengkera,
Jakarta: PT. Telaga Tlmu Indonesia.
2009.

Nur,  Djamaan. Figh  Munakahae,
Semarang: Dina Utama, 1993.
Rahman, Abdur. Kompilasi Hukum Islun
Indonesia, Jakarta: CV. Akademika

Pressindo, 1995.

Sockanto, Soerjono. Pengantar Penclitian
Hukum, Jakarta : Ul Press, 1986.

Tim Penulis, Pedoman Tekais Adnunistrass
dan Teknis Peradilan Agama, Buku 11
edisi 2009, Jakarta: Mahkamah
Agung RI, 2009.

120 FENOMENA, \/ol. 13, No. i ,Z\lpri| RARE e



